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TENTANG
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DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREID,

Menimbang : a bahwa sebagal  pedoman  dalam pemberian
Tunjangan Komunikasi [ntensil dan Tunjangan
Rescs  bagi Pimpinan dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Dans Operastonal
Ketua dan Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Deerah Habupaten Pureorgje, lelah
ditetapkan Peraluran Bupati Purworejo Nomor &0

Tabun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi
Intensaf dan Tunjangan Resss bagi Pimpinan dan

Anggote Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah serta
Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketun Dewan
Perwukilan Rakyat Deerah Kabupaten Purworsjo ;

. b. bahwa dengnn adanya Surat Edaran Menteri Dalam
Meperi Nomor 188,31/ 7809/ 5] tanggal 2 Nopember
2017 Pernhal Penjelasan Terhadap Implementasd
Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Haok Keuangan dan Administrasd
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional  dan Surat  Sekretaris  Daerah
Hahupﬂum Purworejo Momor 900711291 Tanggal
13 Nopember 2017 Perihal Peninjavan Kembali
Perhitungan Kemampuan Eeunngan Daerah Tahun
Anggaran 2017, maka beberapa ketenmmuan dalam
Peraturan Bupali sebagmimana dimaksud pada
hurufl 8, sudah tidak sesuai lagl, schingga periu di P
ubah;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana
dimaksud pada huriaf a4 dan huraf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupatl tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purworgjoe Nomor 60 Tahun
2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensd dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serla Dana
Operasional Ketua dan Wakil Ketus Dewan
Perankilan Rakyat Dacrah Knbupaten Purworejo;

. Pmsal 1B #vatl (0] Undang-Undasng Dasar Negana
Republik Indoneala Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tabhun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dasrah  Kabupaten Dalem
Linghungan Popins: Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tabhun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran MNegara Republlk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l:m'l:nm.r.l Negarm Republik Indonesia Momor 5587),
telah diubah beberapa hkali, terakhir
di:ﬂg.m Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Homor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintnban
Dieerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 567%);
4, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahoan 2005
tentang Pengelodsan Kewvangan Desernh {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesis
Nomor 4578];
5. Peraturan Pemerintah MNomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Eeuangan dan Admindstratl Pimpinan
dan Anggota Dewsn Perwakilan Rakyst Dasrah
{Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2017
Nomor 06, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonsaia Nomor GOST);
6., Peraturan Menterl Dalam Negerl Momor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolpan  Keuangan
ODaemh, sebageimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tehun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahen 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Dacrah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 62 Tahun
2017 tentang  Pengelompokan  Kemampuan
Kesangan Deerah sertn Pelakrannnn dinn
Pertnngpungjawaban Peogrunaan Dane Opernssoniel; r



B. Perafturan Dasrah HKabupatenPurworsjoMomor 22
Tabun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Kruangan Deerah (Lembaran Dasrah Kabupaten
Purworsjo Tahun 2016 Nomor 22);

9. Peraturan Deerah Kabupaten Purworejo Nomor 7
Tahun 2017 tenteng Hak Keuvangan dan
Administrutil Pmmpinan dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
[Lembaran Daerah Kabupaten Purworgjo Tahun
20T Momaor T);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan | PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 60
TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKAS] INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPFERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH  KABUPATEN
PFURWORE.MD.

Prsal |

Beberapa ketenbuan dalam Peratuoren Bupatd Purworepe Moemor 60

Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi intensifl dan Tunjangan
Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daesrah

sorta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daecrah Habupaten Purworejo [Berita Dacrah Habupaten

w Tahun 2017 Nomor 60), diubah sehingga berbunyi i
riene:

1. Ketentuan Pasal 6 divbah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagas
berikut:
Pasal &

Berdasarkan perhitungan sebagnimann dimaksud dnlam Pasal 3,
Pasal 4 dan Pasal 5, maka Kemampuan HKeusangan Daerah
Kabupaten Purworep termeasuk delam kelompok Kemsempiean .
Keuangan Dacrah Rendah.



2. Ketentuan Pasal 7 diubah, schingga Pasal 7 berbunyi scbagai
berkoit:

Prsal 7

(1] Tumjangan Komunikas: [ntensif Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan 3 (tlga] kall uang representasi Ketuas DPRD.

[Z] Besaran Tunjangan Komunikesi Intensif bagl Pimpinan dan
Angepotas DPRD  sebagaimonan  dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2] Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bage Pimpinan
dan Anggoin DPRD sebagnimana dimaksud pada avat (1)
terhitung mulal bulan Seplember 2017,

3. HKetentuan Pasal 8 diubah, schingga Pasal B berbunyi sebagai
berikut:

Pasal &

{1} Tunjangan Beses bagi Pimpinan dan Anggota DPED diberikan
3 (tiga) kali uang representass Ketua DPRD.

[2] Besaran Tunpangan Reses bagl Pimpinan dan Anggola DPFRD
sehagaimana dimakswd pada avat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

3 Ft:mhnymran Tunjangan Heses bagl Pimpinan dan Anggotam
DPFRD sebagrimana dimakswd pada ayat (1] terhitung mukai
bulan September 2017,

4. Kewentuan Pasal 9 diubah, schingga Pasal 9 berbunyi sebagod
beerikout:

Pasal 9

{1} Dana Operasional Ketua DPRD disediakan 2 (diua) kali uang
representasi Ketua DPRD,

(2} Dana Cperasional Wakil REeton DPRD  masing-masing
disediakan 1,5 (satu koma llma) kali jumlah vang representasi
Wakil Ketua DPFRD.

{3} Besaran Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketus
DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2) &
ditetapkan dengan Keputuasan Bupatl.



(4} Pemborian DO sebagaimana dimaksud pada ayvat (3] diberikan
setiap bulan dengan ketentuan:
n, B0 % (delapan puluh persen) diberikan secarn seclkaligus
untuk semua biays atau disebut lempsum; dan
b, 20 % [dua puluh persen] diberikan untuk dukungan dana
operasional lainmya.

(5] Pemberian Dana Operasional Ketua DPED dan Wakil Kebua

DPRD sebagaimana dimaksud pada avat |3) terhitung mulai
bulan September 2017.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulad berlaku peda tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut sejok tanggal | September 2017,

Agar sstiap omng mengetahuinya, memerintahkan pengundamgan
Peraturan Bupati inl dengan penempatannya dalam Berita Deerah
Kabupaten Purworejns.

Ditetapkan di Purworsjo
pada tanggal 21 Nevembar 2017
BUPATI PURWORE.JD

Ted

AGUE BASTIAN
Diundanglkan 4i Purwoareje
padn tanggal 21 Noveaiber 2017

SEHRETARIS DAERAH HABUPATEN PURWOREJO
Trod

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH HABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR &2 SER]1I E NOMOR 64



